SALINAN
NOMOR 14/2022

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PANGAN NON TUNAI DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

. bahwa Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Petunjuk Teknis Bantuan Pangan Non Tunai Daerah
sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengaturan
dalam Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai
Program Sembako Perubahan I Tahun 2010, sehingga

perlu disesuaikan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 6
Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pangan

Non Tunai Daerah;

Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kota Besar dalam
lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954
tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan
Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu)

tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota



Kecil Di Jawa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor
29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3354);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang
Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang
Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3754);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang
Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4451);



Menetapkan

9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63
Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara
Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 156);

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1002);

12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 9
Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 12);

13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2015
tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah
Kota Malang Tahun 2015 Nomor 4 Tambahan Lembaran
Daerah Kota Malang Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN WALIKOTA MALANG TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR ©6
TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN
PANGAN NON TUNAI DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Walikota Malang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan
Pangan Non Tunai Daerah (Berita Daerah Kota Malang
Tahun 2020 Nomor 6), diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 9

(1) Besaran manfaat BPNT senilai Rp. 125.000/KPM /Bulan.

(2) Besaran manfaat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan jumlah besaran manfaat yang
diterima 1 (satu) KPM BPNT Daerah dan jumlah
keseluruhan  besaran manfaat yang  disalurkan

Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan.



(3) Besaran manfaat yang diterima KPM BPNT Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat
ditukarkan dengan bahan pangan di E-warong atau
tempat lain yang ditetapkan.

(4) Bahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berupa beras.

(5) Dalam hal besaran manfaat tidak ditukarkan dengan
bahan pangan oleh KPM BPNT Daerah, maka besaran
manfaat tersebut tetap tersimpan dalam rekenaning KPM
BPNT Daerah yang bersangkutan.

(6) Dalam hal besaran manfaat tidak dapat disalurkan bank
penyalur kepada KPM BPNT Daerah karena terdapat
kendala/masalah, maka besaran manfaat tersebut

dikembalikan kepada Kas Umum Daerah.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 17 Juni 2022
WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang
_ Salinan sesuai dengan aslinya
pada tanggal 17 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd. . SUPARNO, SH, M. Hum

Pembina Tingkat I
ERIK SETYO SANTOSO NIP. 19681112 199102 1 002
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